
BUPATI TOBA

PROVINS1 SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAFt1 UPATEN TOBA

NOMOR3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKKR AAN

Menimbarig

Mengingat

DENCAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakmn

program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan

keluarganya, yang memberikan kepastian hukum,

perlimdungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja,

sehingga perlu dilakukan secara lebih menJ'e1uruh dan

terpadu;

b bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaari program

jaminan social ketenagakerjaan dan untuk menjamin

perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosifi

Ketenagakeriaan, Pemerintab Daerah memfasilitasi dan

mendorong setiap orang yang bekerja baik itu tenaga kerja

penerima upah maupun tenaga heria bukan penerima upah

atau perusahaan untuk mendaftarkaii dirinya dan tenaga

kerjanya dalam Program aminan SOSial Ketenagakerjaan;

C. babw'a seshaiketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan PaeallÖ avat

(I) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan baliwa Pemberi

Kerja dan Pekerianya serta setiap orang, selain Pemberi

Kerja, Pekeria dan Penerima Bantuan liiran, yang memenuhi

persvaratan kepesertaan dalam program badari jaminan

sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangari sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, den huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosiai Keienagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat dl Toba Samosir dan

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Mandailing Natal tLembaran

tegara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3794);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tertang

Ketenagakeriaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik

Iridonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

O aminan Sosial National (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembarari

Negara Republik lndonesia Nomor 4456}.



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bada

Periyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 16,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5 Undang-Undang Connor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerlmtmhan Daerah (Lembarar'. Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa koli diubab terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 58, Tnmbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Domor 5679};

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teritang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dengan Pemerintahari

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintali Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyeleriggaraan Program Jaminan Sosia! Tenaga Kería

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

20,Tambalian Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3520) sebagaimana telnh beberapa kali diubab terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Fiomor 84 Tahun 2013teritang

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor14

Tahun 1993 tentang Penyeleriggaraan Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5472).

8. Peraturan Pemerintah Nomoz 86 Tahun 2013 tentarig Tata

Cara Pengenaari Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja

Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain

Pemberi Keria, Pekeija dan Penerima Baniuan liiran Dalam

Penyelenggaraan uamínan Sosial (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 548I)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian (Lembarari Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

RepubEk lndonesia Nomor 5714) sebagaimaria telall diu bah

deiagan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2015 tentang Penyelanggaraan Program Jaminam Kecelakaan

Kerja dan darninan Rematian (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6427):

10 Peraturan Pemerintah Noinor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Jaminari Pensiun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 TaJnun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jomineo Hari Tua (Lembarari

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5716) scbagaimana telali cliuhah derigan Peratuwan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 20U tentang Perubahail Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
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Penyelertggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran

Negara RepubUk Indoneia TaAun 2015 Nomor 187,

Tamba6an Lemànan Negara Repubhk lndonesia Nomor

5730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Perubaban Nama Kabupaten Toba Siamosir Menjadi

Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59,

Tambahan Lembarari Negara Republik Indoneeia Nomor

6474);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraam Program Jominan Kehilangan Pekeijaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

66 tahun 1949);

14. Peraturan Presiden Nomor t09 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosin1 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor H53};

15. Peraturan Menteri Tenaga Kezja Nomor 05 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan

Kecelakaan Keija, Jaminan Keoiatian dan Jamirian Han Tua.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor5 Tahun

2016 tentang Pembentukari Perangkat Daemh Kabupaten

Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosír

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturati Daerah Kabupaten Toba Nomor9 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba

Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samoeir (Lembaran

Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATfTOBA

MfiMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN SARAH TENTANG PENYKLENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN SOSIALEETENAGAIORJAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pesel1

Dalam Peraturan Daerah int, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah lfabupaten Toba.

2. Pemerintah Daerah adalah aupati sebagai uneur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaks&naan uruean pemerintahari yang menjadt

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toba.

4. Dewari PerwHÍÓ}gn Rakyat Daerah adaloh Dewari Perwakilan Rakyat Daerah

Kabiipaten Toba.

5. Sekretaris Daerah yang eelanjutnya dieebut Sekda adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Toba.



6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Raky•at Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi keivenangan daerab.

7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaaia

Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalali PD Jang

mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan dibidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadii Satu Pintu dan ketenagakerjaan.

8. Dinas Pekerjaan Umum danTata Runng Kabupaten Toba yang selanjutnya

disingkat Dinas PUTR adalah PD yang bertugas menyelenggarakan tugas

urusan Peketjaan Umum danTata Ruang sesuai dengaii peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

9. Badan Pengelolaari Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba yang

selanjutnva disingkat BPKAD adalah PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi,

dan urusan dibidang Ken angan.

10.Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik

pada waktu sebelum, selarno. dan sesudah masa kerja.

11. Perizinan ericlett Pemberian legalitas dalam bentuk ian kepada orang

perseoroogon atau badan hukum untuk melakuLnn usaha atau kegiatan

tertentu.

12. Non Perizinan adalah Pemberian rekomendosi atau dokumen lairinya kepada

orang perseorangan atau badan hukum.

13.Serikat Peket)a/Serikat Buruh adnlnh Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan

untuk pekeria/buruh baik di perusahaan maupun diluar perueahaan, yartg

bersifat bebas,terbuka, maiidiri, demokratis dan bertanggung jawab guna

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingari

pekerja/buruh serta meningkatkari kesejahteraan pekerja/buruh dan

lreluarganya.

14. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukari pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat.

15. I-iubungan Keria adalah hubungan antara pengusaha dengan pekeria/buruh

berdasarkan perjanjian keija, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan

perintah.

16. Pembeni Kerja adalah Orang pereeorarigan, pengusaha, badan huktim atau

badan-badan lainnya yang mempekeriakan tenaga keija dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

17.I tiran adamh sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,

pemberi keria dan/atau Pemerintah.

18.Pengusaha adalah

a.orang perorangan, persekutuan atau badan htikum yang menjalankan suatu

perusahaan milik sendiri;

b. orang perorangan, persekutuan atau badan hiikum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau

c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,yang

berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

19. Perusahaan adalah:

a.usaha-usaha sosial dan u saha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

b. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,

perseorangan, rnilik persekutuan, atau Ok badan hukum.

orang

4



20.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeriaan yang selanjutnva

disingkat BPOS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja antara lain

jamirian kecelakaan kerja, jaminan hart tua, dan jaminan kematian, jaminan

Pension.

2 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja

dnlsm bentuk ssntunan berupa uang sebagai pengganti eebagian penghasilan

yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiv•a atau

keadaart vang diaJatni oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil

bersalin, hart tua dan meninggal dunia.

22. Jaminan Kecelakaan Keria yang selanjutnya disingkat OKK adalah Suatu

manfaat berupa uang tunai dan/ pelayanan kesehatan yang diberikan

pada saat peserta mengnlnmi kecelakaan kerja atau penvakit yang disebabkan

oleh lingkurigan keria.

23.J aminan Kematian yang selanjutnya dieebut uKM adalah Suatu manfaat rang

tunai yang diherikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan

akibat kecelakaan kerja.

24. Jaminan Hart Tua yang selanjutnya disingkat dHT adalah Suatu manfaat uang

iunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki u siapension,

meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

2ö. Jaminan Pensiun odolah Suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk

mempertahankari derajat kehidupan yang laymk bagi peserta dan/ atau ahli

warisnya dengan memberikari penghasilan setelah peserta memasuki usia

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

26. Peserta adalah setiap orsng termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah

paling singkat6 (enam) bulan, yang telah membayari eran.

27. Kecelolroo o. kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja,

termasuk kecelalrnnri yang teriadi dalam perialanan dari rumah menuju tempat

kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

28. Penerima Upah adalah Skatt satu sektor perliridungan dari BPuS

Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang

bekerja pada suatu badan usaha dan memiliki penghasilan tetap setiap

bulannva.

29.Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Salah satu sektor periindungw dari BPOS

Ketenagakeriaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang

bekerja secara mandiri dan tidak merniliki penghasilan tetap setiap bularinya.

30. Jasa Konstruksi adalah Salah satu program dari BPdS Ketenagakerjaan yang

memberikan peTEndungan kepada setiap pekerja dalem suatu provek fisik atau

pengadaan barang dan jasa.

31. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksanaan pembangunan fisik yang

berbadan hukum atau orang perseorangan pada pelreijaan jasa konstruksi milik

pemerintah maupun swasta dan perorangan.

32.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan

pembarigunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBFf) dan Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten

Toba.

33. PekerJaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik

atau kontruksi yang dibiavai swasta dan/atau orang perseorangan di xvilayah

Ilabupaten Toba.



34.Pekerja informal adalah peke a yang bekerja dalam hubungan kerja sektor

informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

35. Pekeria Rentan adalah Peker;a yang aktivitas pekeijaannya memiliki risiko tinggi

(rentan) akan teijadinya kecelakaan kerJa.

36. Peke;jaan Konstriiksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaiaii kegiatan

pada proyek perencana»n dan/atau pelaksanaan beserta pengawaean yang

mencakup pekerjaan arsitektural, Gipil, mekanikal, elehtrikal dan tata

lirigkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu

bangunan atau bentuk fisik lainnya.

37 Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi keria kepada tenaga kerja

yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, keeepakatan

atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja

dan keluargariya, atau suatu pekeijaan dan/atau jasa yang telah atau akan

dilakukari.

38. lurat Perintah Kerja yang eelanjutoya disingkat SPK adalah dokumen yang

dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jaea

konstruksi.

BAB R

RUANG LINGKUP DAN KKPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pax8S

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS

Ketenagakerjaan, meliputi:

a. Jaminan kecelolrnon Keria (JKK};

b. Jaminan Kematian (uKM);

c. Jaminan Hari Tua (JHT);

d. Jaminan Peneiun (JP).

(1)

(#)

(3)

(4)

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal3

Peserta Program BPJS ketenagake aan terdiri atas:

a. Peaerta penerima upah;

b. Peserta bukan penerima upah.

Peserta penerima upah eebagaimaria dimaksud pada ayai( 1) huruf a, terdiri

atas:

a. Pekerja yang bekeria pada pemberi kezja penyelenggara Negara/Daerah; dan

b. Pekerja yang bekerja pada pemberi keija selain penyelenggara

Negara/Daerah.

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri dari:

a. Pekerja di luar hubungao ke a atau pekerja martdíri; dan

b. Pekerja yang tidak termasuk hurufb yang bukan menerima gaji atau upah.

Ketentuan lenin ianjut mengenai peserta bukan penerima upah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



()

(#)

(3)

PaI4

(1) Pekerja yang bekeıja pada pemberi kerja penyelenggara Negara/Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) huruf a,meliputi:

a. Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (Honorer/Tenaga Harian

Lepas);

b. Pegawai Badan dayanan Umum Daerah;

(2) Pekeria yang bekerja pada pemberi keŞa selain penyelenggara Negara/Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) hurutb,meliputi:

a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kezja; dan

b. tenaga keria yang beketJa pada sektorjasa konstruksi.

(3) Tenaga Kerja yang bekeıja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hurufa,terdiri dari:

a. tenaga keıja yang bekeıja di perusahaan nutukwabtu tertentu; dan

b. tenaga kerja yang bekerja pada perueahaan nutuk waktu tidnlr tertentu.

(4) Tenaga ke;ja yang bekerja di perueahaan untuk waktu tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Lurufa,antara lain:

a. Pekerja pada Koperasi;

b. Pekerja pada UMKM;

c. Pekerja padaBUMDdanBUMN; dan

d.Pekerja padaPerusahaan Swaeta.

(5) Tenaga kerja yang bekerja pada perueahaan untuk waktu tidak tertentu

eebagaimarıa dimaksud pada ayat (3} huruf b,antara lain: pekerja harian lepas,

borongan, mueiman atau kontrat nutuk waktu kurang dari3 (tiga) bulan.

(6) Tenaga ke;ja yang bekeŞa pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hurufb merupakan tenaga keıja yang bekerja pada proyek fısik

baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swaRta, perorang&n dan dana bantuan

luar negeri.

BAB 111

TATACARAPELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaram

Paragraf1

Pendaftaran Pekerja Penerima UpahyangBekerja pada

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara NegarafDaerah

Setiap çemberi keıja selain penyelenggara Negara/Daerah wajib mengajukan

pendaftaran kepada Kantor CabangBPUS Ketenagakeıjaan.

Pemberi Aerja selain penyelenggara negara/daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah dini secara lengkap yang

meliputi data dirinya dan data Pekerja kepada BPJiS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran kepeeertaansebagaimana dimaksud pada ayat t2) dilakukan eecara

bertahap dengan berpedoman pada peraturarı perundang-undangan.

Selain formulir pendaftaran mbagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja

juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara Izin:

a. fotokopi KTP Pekerja,

b. fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);



(!)

(5) Jika terdapat perubahan data çemberi keria dan data Pekerja, maka pemberi

kerja diminta melaporlroc kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama7 (tııjuh)

hart kerja.

Pendaftaran Tenaga Rerja Bukan Penerima Upah

PaI6

(1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3)

wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Dalam halpeserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau

pekerjaan lebih dan 1 (eatu}, peserta mencantumkan uraian kegiatan ueaha

atau pekeriaan tersebut dalam formctlir pendaftaran, paling banyak2 (dua) jenis

pekeriaan

(3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara

mandiri/sendiri, melalui wadah Kanal online, Website atau lrelompok tertentu

yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.

(4) Pendaftaran kepeeertaarı Bukan Penerima Upah bagi pekeıja rentan dan pekeria

non formal melalui PD yang membidangi urusarı ketenagakerjaan.

(5) Selairı formulir pendaftaran eebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus

dilengkapi dokumen pendukung meliputi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan¡

b. nomorhandphone (HP); dan

c. fotokopi kartu peeerta BPJS Ketenagakerjaan bagiyang su0ah. terdaftar.

Paragraf3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pa ü 7

(1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang

bergerak di bidang usahajasakonstrukei yang memperkerjakan pekerja hariari

lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan

pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran

Jasa Konatruksi.

(2) Formiilir Pendaftaran Casa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilengkapi dokumen pendii g meliputi:

a. fotokopi KTP Pekerja;

b. fotokopi NIB (Nomor lnduk Berusaha);

c. fotokopi Kontrak;

Pendaftaran Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang

Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal8

Kepala Badan dayanan UmumOaerah, Kepala PD dan Kehırahan mendaftarkan

pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekeŞa pada

formulir pendaftaran dan
instansi dengan mengisi

melengkapi seluruh persyaratan yang telah di
tetapkan oleh BPdS Ketermgakerjaarı.



(2) Formulir BPJS Ketenagakeriaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang teleh

diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja Peserta anggota

keluarganya diserahkan kepada BPJS ketenagakerJaan, paling lama7 (tujuh)

hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilengkapi dokumen pendukung meliputi

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;

b. fotokopi NomorPokok Wajib Pajak (NPWP); dan

c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

d. fotokopi Surat Keputusan (SK) pe gangkatan.

Bagian Kedua

luran

Paragraf1

luran Untuk Tenaga Keria Penerima Upah yang Bekerja pada

Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pnul9

(1) luran uKK bagi tenaga kerja penerima upah yang bekeija pada Pemberi kerja

selain penyelenggara Negara/daerah, dikelompokkao dalam5 (lima} kelompok

tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

a.tingkat risiko eangat rendah: 0,24% (nol koma dnapuluh empat persen) dari

upah sebulan;

b.tingkat riaiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah

sebulan;

c. tingkat riaiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari

upah sebulari;

d. tingkat rieiko tinggi1 ,27% (satu koma dna puluh tujuh persen) dari upah

eebulan, dan

e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (aatu koma tujuli puluh empat persen) dari

upah sebulan.

(2) Besarnya Infant .JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS

Ketenagakertaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan

kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi

kerta.

Pasal 10

(1) litran JKM bagi tenaga kerja penerima upah yang beke a pada Pemberi kerja

selain penyelenggara Negara/daerah sebesar 0,3O°fi (nol koma tiga puluh

persen) dari upah sebulan.

(2) luran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib dibayarkan oleh Memberi

keria.

Ittran JHT bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja

penyelenggara Negara/Daerah sebesar fl,7% (lima koma

dengan ketentuan:

a. 2% (dua persen} ditanggung oleh Pekeria; dari

pada pemberi kerja selain

tujuh persen) dari upah,

b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Keria.
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Pasal12

(1) luran Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada

Pemberi ke a bukan penyelenggara Negara/daerah wajib dibayarkan eetiap

bulan.

(2) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebeear 3% (tiga persen) dari upah

perbulari.

(3) luran eebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

ditanggung bereama, dengan ketentuan:

a.2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi kerja selain

penyelenggara Negara/Daerah; dan

b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.

(4) Beearan iurarı sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukarı evaluasi paling

singkat3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan

perhitungan kecukupan kewajiban aktuarim

(5) Hasil evaluasi sebogoimnco. dimaksud pada ayat (4) digunakarı sebagai dasar

untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%

(delapau persezt).

Paeal 13

(1) Upah yangd adikan dasar pembayaran luran merupakan upah sebulan.

(2) Upah eebulan eebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok darı

tunjangan tetap.

(3) Apabila upah dibayarkan secara hariarı maka upalı sebıılan wbagai dasar

pembayaran luran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puhıh lima).

(4) Apabila upah dibayarkan eecara borongan atar eatuan hasil, maka upah

sebulan sebagai daear pembayararı iuran dihitung dan upah rata-rata3 (tiga)

bulun terakhir.

(5) Apabila pekeıjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didaearkan

pada upah borongan maka upah eebulan ebagai dasar pembayararı luran

dihitung dari upah mta-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf2

luran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

(1) lufian , JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada

nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dipilih oleh peserta seeuai

penghaeilan peserta aetiap bulan.

(3) IMan JKK dan JKi\4 bagi peserta Bukan Penerima Upah bagi Pekerja Rentan

dianggarkari melalui APBD.

(4) Penganggaran melalui APBD sebagaimana dim»l«sud pada ayat (3) dapat

dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah setiap tahun.
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Paragraf3

Iuran Tenaga Kerja Sektor Nasa Konstruksi

Pasäl5

(1) Dalam haliuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan

diketahui, maka beearnya iuran JKK bagi Pekerja kartan lepas, borongan dan

pe anjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat

persen) dari upah sebulan dan JJfM sebesar 0,3% (not Emma tiga perseri) dari

upah sebulan.

(2) Dalam helkomponen upah pekeria sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) tidak

diketahui atau tidak tercaritum, ma jo. besarnya iuran JKK dan JKM dihitung

berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran JKK dan iuran dKM

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pemba3•aran iuran bagi PekerJa Jaea Konetruksi yang dibiayai oleh APBD

dilaksanakan dengan cara melakukan pembayaran melaliii Kantor pos dan

bankyang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakeriaan.

(2) BPKAD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada periyedia jasa

konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.

(3) Dalam halperusahaan yang telah ditetapkari sebagai pemenang lelang namun

belum tersedia APBD untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka

perusahaan wajib mendakarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu

kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk programjaea konstruksi.

Pasal 17

BPJ£i Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran,

pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati melalui Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Tatu Pintu dan ketenagakerjaan, Dinas

PUTR danBPKAD paling lama tanggal 15 (lima kelas} bulan berikutnya.

(1)

(*)

(4)

(5)

Pasal 18

Pembayaran iuran nutuk pekeŞaan Jasa Konetruksi milik Pemerintah yang

dibîayai oleh APBN danpelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi

dilakukan dengan cara sekaligus atan bertahap.

Dalam halPemberi Kerja uaea Korıtruk8l tidak dapat membayar iuran eecara

lunas mo me. pembayaran iUran dapat dılaktıkall berdaearkan tahapan

sebagaimana ttimakeud pacla ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran barus

sudah dibayar lunas paling lambat pada eaatPemberi Jaea Kontruksi menerima

pembayaran.

Kantor Cabang BPJS Keteriagakeijaan setelah menerima iuran menyerahkan

tanda bukti penerimaan •!8 kepada Penyedia Jasa Kontruksi.

Pembayaran iuran untuk pekerjaanj£tsa Kontruksi milik Pemerintah langsung

kepada BPJ8 Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tabapan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat {l) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Paeal 19

(1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pereeorangan maupun

swasta, dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakeriaan.

t2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meiiyerahkari tanda bukti penerimaan Msm kepada Penyedia Jasa

Konstruksi.

Paragraf4

luran untuk Pekerja Norr Aparatur Sipil Negara yang Bekerja

pada Penyelenggara Negara/Daerah

PaI20

(1) luran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dna puluh empat persen) dari

upah sebctlan.

(2} luran JKM ditetapkan sebesar 0,3O°/e (nol koma tiga puluh persen) dari upah

sebulan.

t3) luran JHT ditetapkan sebesar 5,7"Zo (lima koma tujuh persen} dari upah sebulan,

(4) Khusus untuk iuran Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya bersumber

dari APBD dandapat dibayarkan langsung1 (eatu) tahun.

Paeal2 1

Pelakeanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BPKAD dengan tetap

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manfaat Program JKK, JKM, JHT danUP

(1) BPJS ketenagakerjaari menjalankan4 (empat) program antara lain Jaminan

Kecelakaan Kerja (uKK), Januari Kematian (JKM),Jaminari Hart Tua (JHT),

Jamirian Pension {JP).

(2) Pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) din tur dalam

peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Bagian Keempat

Klaim Program JKK, JKM, JHT dan JP

PaI23

{1) Peeerta program dKK, JKM, JHT dan JP yang akan melakukan Klaim dapat

mengajukann@a secara online atau langeung mendatangi kantor BPJS

Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara klaim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUAS1

(1) Dalam rangka pelaksanaan program Jamiriari Sosial bagi Tenaga Kerja melalui

BPJfl ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi eecara terpadu oleh

Tim Pembiriaan dan Evaluaai Ketenagakeriaan.



(2) Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakeriaarı sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan Bupati dan berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaarı.

(3) Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dalam bentuk:

a. rapat koordinasi;

b. pembekalan; dan

c. pemantauan/peninjauan lapangan.

PaI25

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja

di Kabupaten Toba, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan diharapkan

dapat menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan

agar programjaminan sosial tenaga kerta dapat ber;alan denganb

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 26

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang akari mengurus perizinan diharnskan

ikut eerta dalam kepeeertaan jaminan eosial ketenagakeriaan.

(2) keikutsertaan pemberi kerja dan pekerja dibuktikan dengan melampirkan foto

kopi kartu dan eertifikat kepesertaam jaminan sosial ketenagakerjaan serta

bukti lunas iuran yang dilegalisir pejabat BPJS Ketenagake aan.

(3) Kartu kepesertaan jaminan eoeial eabagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

Kartu Digital Z Kartu dalom bentuk fisik yang diterbitkan BPJS

Ketenagakerjaam.

(4) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan persyeratari tambahan dnlern pemberian pelayanan publik

tertentu oleh Pemerintah Daerah.

(5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan

terhadap pemberian pelayanan publik tertentu meliputi:

a. periönan terkait usalia;

b. iziri yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

c. izin perpanjangan mempekerjakam tenaga kerja asing;

d. izin operasional perusabaan penyediajasa pake a/buruh; dan

e. izin mendirikan bangunan.

(6) lzin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek eebagaimana dimakeud

pada ayat (5) hurufb adalah lzin Usaha Jasa konstruksi.

(7) lzin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) hurufc adalah Izin Mempekeriakan Tenaga Asing (IMTA).

(8) lzin operasional perusahaan penyedia jaoa pekerja/buruh sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) hurufd adalah Surat mia Operasional Perueahaan

Penyedia Nasa Pekeija/Buruh.

(9) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufe

adalah isurat Persetujuan Bangunan Gedung.

(10) Setiap pemrangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunari

eebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib mengikuteertakan

pekerianya dalam kepeaertaan program jaea koristruksi jaminan aosial

ketenagakerjaan dengan menyertakan Surat Pernyataan bersedia

mengikutserkan peke anya daiam programjaminan sosial tenaga k@a.

13



(l 1) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Dinas Perianaman Modal Pelavanan

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakeiiaan berkoordinasi dengan PD/lnstansi terkait

lainnya.

Paeal 28

Persyaratan tambahan berupa kepeeertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga

berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi

yang melakukan pcngurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD.

(\)

BAB VI

KERJASAMA

PaI29

(1) Pemerintah Daeralı dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pu blik tertentu

melakukan hubungan kerja sama derıg«n BPJS Ketenagakerjaan yang diatur

tereendiri dalam keeepakatan beri

(2) Keeepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

meningkatkan kepesertaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi pemberi

keria dan pekerjm

(3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih

lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara PD yang

memberikan pelayanan publik tertentu dengan 8PJS Ketenagakerjaan.

BABVR

PENONAKLFANKEPESERTAAN

Pasal 30

(1) Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran eetiap bulannya dapat

dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Keteriagakerjaan seeuai

ketentuan yang berlaku.

(2) hetentuan lebih lanjut mengenai penonaktifan kepesertaan sebagaimana

dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANRSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Keria selain

penyelenggara Negara/Daerah

Paeal 31

Pemberi Ke a selain penyelenggara Negara/daerah dan/atau penyedia jasa

konstruksi yang tidak mendaftarkan dirinya dan peker)a serta menunggak

pembayaran iuran pada program jaminari sosial ketenagakeijaan dikenai sanksi

aciministratif.
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(2) Sariksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa .‘

a. teguran tertulis;

b. denda; dan/atau

c.tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 32

(1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling banyak2 (dua)

kali masing-masing untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Pengenaan sanksi berupa denda oleh BPJS KetenagakerJaari sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) hurufb diberikan untuk jangka waktu 30

(tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir.

(3} Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana

jaminan sosial.

Pengenяяn sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagnimøna

dimaksud dalam Pasøl 33 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPTSPTK

berkoordinasi derigan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS

Ketenagakerjaan atau rekomendasi DPMPTSPTK.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap orang selain

pemberi ketja dan pekerJa

P saJ 34

(1) Setiap orarig selain pemberi kerja døn pekeria yang melanggar ketentuan tidak

mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada BPJS program jaminan sosial

ketenagaketjaan dikenai eanksi administratif.

(2) Sankei administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.teguran tertulís; dan/atau

b.tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Paæü35

(l} Pengenaan eanksi berupa teguran tertulis oleh BPJN Ketenagakeriaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a paling banyak2 (dna)

kali masing-masing untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Pengenaan eanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Paeal 34 ayat (0) huruf b dilakukari oleh DPMPPTSPlt

berkoordinaei dengan PD/fnstansi terkait lainnya atas permintaan BPJS

Ketenagakeтjaan atau rekomendasi DPMPTSPTK.

Paeal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah inidiatur

dengan Peraturan Bupati paling lama6 (enam} bulan sejak ditetapkan.
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